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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa untuk memberikan acuan dalam penyusunan
formasi Jabatan Fungsional Widyaprada bagi instansi
pemerintah, perlu menyusun pedoman formasi Jabatan
Fungsional Widyaprada;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Pasal 37
ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsional Widyaprada, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan selaku pimpinan instansi
pembina berwenang menetapkan pedoman formasi
Jabatan Fungsional Widyaprada;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Widyaprada;
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Mengingat

—

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Jabatan Fungsional Widyaprada (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 188);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 124);

www.peraturan.go.id



Menetapkan

2020, No.282

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
WIDYAPRADA.

Pasal 1

(1) Pedoman formasi Jabatan Fungsional Widyaprada
merupakan acuan bagi instansi pemerintah dalam
menghitung jumlah kebutuhan setiap jenjang Jabatan
Fungsional Widyaprada sesuai dengan beban kerja.

(2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan dari indikator:
a. jumlah satuan pendidikan,;
b. jumlah wilayah kerja; dan

c. kompleksitas model penjaminan mutu.

Pasal 2
Penetapan formasi Jabatan Fungsional Widyaprada dilakukan
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara
setelah mendapatkan rekomendasi dari kementerian yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di  bidang
pendidikan selaku instansi pembina dan pertimbangan teknis
dari lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi
kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan

manajemen aparatur sipil negara secara nasional.

Pasal 3
Pedoman formasi Jabatan Fungsional Widyaprada tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Maret 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
WIDYAPRADA

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mutu pendidikan merupakan jaminan bahwa pendidikan vang
diselenggarakan telah sesuai dengan standar nasional pendidikan.
Pemenuhan mutu  pendidikan  dilakukan melalui penjaminan  mutu
pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan satuan pendidikan sesuai dengan
kewenangannya.

Bahwa untuk menjalankan fungsi penjaminan mutu pendidikan tersebut,
perlu adanya jabatan vang melaksanakan tugas penjaminan mutu
pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat pada instansi
pemerintah, Oleh karena itu, dibentuklah jabatan fungsional Widyaprada
melalui penctapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan
Fungsional Widvaprada.

Dalam kaitannya dengan jumlah kebutuhan pegawai, Pasal 5 Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun
kebutuhan jenis dan jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan analisis
jabatan dan analisis beban kerja, termasuk dalam hal ini adalah
menghitung formasi Jabatan Widyaprada.

Sesuai  ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri
Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun
2019 tentang Jabatan Fungsional Widyvaprada, Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional
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